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Abstract 

 
     This study aims to determine the constraints on the authority of the Inspectorate 

of East Java Province in preventing criminal acts of corruption within the East Java 

Provincial Government, using normative legal research methods that are analytical 

descriptive. The results of the research show that the authority of the Provincial 

Inspectorate which has been regulated in laws and regulations needs to be revised to 

strengthen the position of the Inspectorate in its authority to prevent acts of 

corruption in the Regional Government. Changes to laws and regulations are the 

main thing that needs to be revised because the position of the Provincial 

Inspectorate is currently still under the Provincial Secretary. Inspectors in 

districts/cities must be appointed by the Head of Province (Governor) through the 

Pansel and Provincial Inspectorates appointed by the Minister of Home Affairs. With 

this more tiered authority, the inspectorate will become an independent institution 

and can prevent corruption from occurring in its area without fear of being arrested 

by the regional head. 

 

Keywords : Inspectorate, Regional Secretary, Governor, laws and regulations, 

authority of the inspectorate 
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Abstrak 

 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala kewenangan Inspektorat 
Provinsi Jawa Timur dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dengan menggunakan metode penelitian hukum 
normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dalam penelitian menunjukkan 
bahwa kewenangan Inspektorat Provinsi yang telah diatur dalam  peraturan 
perundang-undangan perlu direvisi untuk memperkuat kedudukan Inspektorat 
dalam kewenangannya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah 
Daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan adalah hal utama yang perlu 
direvisi karena posisi Inspektorat Provinsi saat ini masih berada dibawah Sekda 
Provinsi. Inspektur di kabupaten/kota,  harus diangkat oleh Kepala Provinsi 
(Gubernur) melalui Pansel dan Inspektorat Provinsi diangkat oleh Menteri Dalam 
Negeri. Dengan adanya kewenangan yang lebih berjenjang ini, inspektorat akan 
menjadi lembaga yang mandiri dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana 
korupsi yang terjadinya di daerahnya tanpa takut akan dipecat oleh kepala 
daerahnya. 
 
Kata Kunci : Inspektorat, Sekda, Gubernur, peraturan perundang-undangan, 
kewenangan inspektorat 
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